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Abstract: Getting licence of land had great relation with the law of the land. Filling the form of
land owner to Natinal Land Committee (BPIN) where the land is located would give
the great one’s position as the owner. The committee later on might give a land certificate
to the owner. This certificate would be the fact by the owner when they faced any law
problems. This certificate could be as a fact by the owner if there was no complain from
other people who might claim the land as their land. However, if there was a complain
to the validity of the land certificate, this certificate might become to premature certificate.

Kata kunci: Sertifikat tanah, cacat hukum, hukum pertanahan, badan pertanahan,

dan pengadilan

PENDAHULUAN

anah sangat erat hubungannya

dengan kehidupan manusia
sehari-hari, manusia hidup dan ber-
kembang biak serta melakukan
aktifitas di atas tanah. Setiap orang
memerlukan tanah tidak hanya pada
masa hidupnya, pada saat mening-
galpun manusia membutuhkan ta-
nah untuk tempat berkubur.

Begitu pentingnya tanah bagi
kehidupan manusia, maka manusia
selalu berusaha untuk memiliki dan
menguasai tanah. Kadangkala pe-
nguasaan terhadap tanah berten-
tangan dengan peraturan per-
undang-undangan yang mendasari
tanah tersebut. Penguasaan tanah
diupayakan semaksimal mungkin
untuk dapat meningkatkan kesejah-
teraan hidup. Berbagai upaya di-
lakukan oleh manusia untuk dapat
menguaasai tanah, termasuk mem-

pertahankannya dari pihak lain yang
mengganggu  kepemilikan tanah
tersebut.

Tanah sebagai benda yang
penting bagi kehidupan manusia
menjadi bernilai karena dapat ber-
alih dari pemiliknya kepada pihak
lain yang menginginkannya. Untuk
memberikan kepastian dan kekuatan
hukum bagi pemilik tanah dalam
setiap hak peralihan hak harus se-
suai dengan ketentuan hukum yang
mengatur tentang peralihan hak
tersebut. Peralihan hak harus di-
daftarkan pada instansi yang ber-
wenang untuk itu yakni kantor
Badan Pertanahan setempat untuk
memperoleh sertifikat hak secara
tertulis.

Namun dalam prakteknya ti-
dak jarang terjadi  penerbitan
sertifikat yang menyimpang dari
prosedur formulirnya. Sehingga se-
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cara hukum menyebabkan sertifikat
yang telah diterbitkan tersebut cacat
hukum dan dapat dibatalkan serta
menimbulkan ketidakpastian peme-
gang hak atas tanah. Oleh karena itu
dalam tulisan ini penulis akan mem-
bahas bagaimana bisa terjadinya
sertifikat cacat hukum tersebut dan
penyelesaiannya yang dilakukan
oleh Badan Pertanahan Nasional
sebagai badan yang berwenang
terhadap hal tersebut.

SERTIFIKAT TANAH

Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah adalah: salinan
buku tanah dan salinan surat ukur
yang kemudian dijilid dan disampul
yang bentuknya ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
Sertifikat tanah yang diberikan
tersebut adalah akibat adanya per-
buatan hukum pendaftaran hak atas
tanah. (Ali Ahmad Chomzah, 2003:
58)

Kemudian ditegaskan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997
tentang Pendaftaran Tanah, khusus
Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

“Sertifikat adalah surat tanda
bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
Undang-undang Pokok Agraria,
untuk hak atas tanah, hak penge-
lolaan tanah wakaf, hak milik oleh
satuan rumah susun dan hak tang-
gung yang masing-masing dibuku-
kan, dan buku tanah yang ber-
sangkutan berlaku sebagai alat pem-
buktian yang kuat.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas
dapat disimpulkan bahwa sertifikat
adalah surat tanda bukti hak untuk

hak atas tanah, hak pengelolaan
tanah wakaf, hak milik oleh satuan
rumah susun dan hak tanggung
yang dibukukan serta berlaku se-
bagai alat bukti yang kuat.

Sertifikat diberikan akibat ada-
nya perbuatan hukum pendaftaran
hak atas tanah, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria (UU Pokok Agraria),
yang berbunyi:

Ayat (1): Untuk menjamin kepastian
hukum oleh pemerintah diada-
kan pendaftaran tanah di se-
luruh  wilayah RI  menurut
ketentuan yang diatur oleh
peraturan pemerintah.

Ayat (2): Pendaftaran tersebut dalam

ayat (1) meliputi:

a. Pengukuran, pemetaaan dan
pembungkusan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah
dan peralihan hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.

Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997
menyebutkan sertifikat diterbitkan
untuk kepentingan pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik yang ada dalam
surat ukur dan data yuridis yang
telah didaftarkan dalam buku tanah.

Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak
Atas Tanah

Sebagai jaminan hukum yang
diberikan oleh pemerintah atas tanah
maka pemerintah memberikan surat
tanda bukti hak yang dinamakan
sertifikat dan berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Artinya
bahwa keterangan yang tercantum
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didalamnya mempunyai kekuatan
hukum dan harus diterima oleh
hakim sebagai keterangan yang
benar sepanjang tidak ada alat
pembuktian lain yang membuktikan
sebaliknya.

Sertifikat ini lahir akibat adanya
pendaftaran tanah. Dalam hukum
Agraria yang dimaksud dengan pen-
daftaran tanah adalah suatu
rangkaian perbuatan yang dilakukan
oleh Negara atau pemerintah secara
terus-menerus dan teratur berupa
pengumpulan keterangan atas data
tertentu mengenai tanah-tanah ter-
tentu yang ada di wilayah-wilayah
tertentu,  pengolahan-pengolahan,
penyimpanan dan penyajian bagi
kepentingan rakyat dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hu-
kum di bidang pertanahan termasuk
penerbitan tanda-tanda buktinya
dan pemeliharaannya. (Parlindung-
an, 199: 70)

Penyelenggaran pendaftaran ta-
nah bagi masyarakat modern me-
rupakan tugas Negara yang dilak-
sanakan oleh pemerintah bagi ke-
pentingan rakyat, dalam rangka
memberikan  jaminan  kepastian
hukum di bidang pertanahan. Dalam
hal kegiatan yang berupa pengum-
pulan data fisik tanah yang haknya
didaftar dapat ditugaskan kepada
swasta, tetapi untuk memperoleh
kekuatan hukum harus mendapat-
kan pengesahan pejabat pendaftaran
yang berwenang karena akan di-
gunakan sebagai alat bukti.

Data yang dihimpun dalam pen-
daftaran tanah pada dasarnya me-
liputi dua bidang: (Boedi Harsono,
1999: 73)

1. Data fisik mengenai tanahnya,
yaitu: lokasinya, batas-batasnya,
luas tanah dan tanaman yang ada
di atasnya.

2. Data Yuridis mengenai haknya,
yaitu: haknya apa, pemegang hak-
nya siapa, ada atau tidak adanya
pihak lain.

Namun dalam prakteknya
yang terjadi di Indonesia, pendaftar-
an tanah bukanlah tugas Negara,
tapi masyarakat yang berkepenting-
anlah yang mendaftarkan tanahnya
untuk mendapatkan sertifikat se-
bagai bukti kepemilikan hak atas
tanah. Bahkan kebanyakan di da-
erah-daerah masih banyak sekali
tanah yang belum terdaftar atau
belum bersertifikat. Kebanyakan
apabila akan diadakan jual beli
terhadap sebidang tanah barulah
akan diusahakan mengurus serti-
fikatnya.

Pendaftaran tanah dilakukan
berdasarkan asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir serta terbuka.
(Boedi Harsono, 1999: 457). Asas
sederhana, dalam pendaftaran dimak-
sud agar ketentuan pokoknya mau-
pun prosedurnya dengan mudah
dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan terutama pe-
megang hak atas tanah. Asas aman,
dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan jaminan kepastian,
sehingga hasilnya dapat memberi-
kan jaminan kepastian hukum sesuai
dengan tujuan tanah itu sendiri. Asas
terjangkau, dimaksudkan keterjang-
kauannya bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan
memperhatikan golongan orang
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yang mempunyai ekonomi lemah.

Asas mutakhir, dimaksudkan keleng-

kapan yang memadai dalam pelak-

sanaan dan kesinambungan dalam
pemeliharaan datanya. Dipelihara-
nya data pendaftaran tanah secara
terus menerus dan berkesinambung-

an sehingga data yang tersimpan di

kantor Badan Pertanahan Nasional

selalu sesuai dengan keadaan me-
ngenai data yang benar setiap saat.

Asas Terbuka, maksudnya data-data

yang tersimpan di Kantor Badan

pertanahan Nasional tersebut adalah
terbuka untuk umum.

Menurut Pasal 3 Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 24 tahun
1997 yang menyempurnakan Per-
aturan Pemerintah nomor 10 tahun
1961, tentang Pendaftaran Tanah,
tujuan dari pendaftaran tanah ada-
lah:

1. Untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah su-
sun dan hak-hak lain yang ter-
daftar, agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pe-
megang hak yang bersangkutan.
Untuk itu pemegang haknya
diberikan suatu sertifikat sebagai
surat tanda buktinya. Inilah yang
merupakan tujuan utama dari
pendaftaran tanah yang penye-
lenggaraannya diperintahkan oleh
Pasal 19 Undang-undang Pokok
Agraria. Memperoleh sertifikat
bukan sekedar fasilitas, melainkan
merupakan hak dari pemegang
hak atas tanah yang dijamin
Undang-undang.

2. Untuk menyediakan informasi ke-
pada pihak yang berkepentingan,
termasuk pemerintah, agar de-

ngan mudah dapat memperoleh
data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah
dan satuan rumah susun yang
sudah terdaftar. Untuk penyajian
data tersebut diselenggarakan
oleh Kantor Pertanahan Kabu-
paten/Kota yang dikenal sebagai
daftar umum, yang terdiri atas
peta pendaftaran, daftar tanah,
surat ukur, buku tanah, dan daftar
nama. Para pihak yang berke-
pentingan terutama calon pembeli
atau kreditur, sebelum melakukan
suatu perbuatan hukum atas
sebidang tanah atau satuan rumah
susun perlu dan berhak menge-
tahui data yang tersimpan dalam
daftar-daftar di kantor Badan
Pertanahan tersebut. Tujuannya
adalah untuk mengetahui secara
pasti dan jelas kedudukan tanah
tersebut dalam status hukumnya.

3. Untuk terselenggaranya tertib
administrasi pertanahan, terse-
lenggaranya pendaftaran tanah
secara baik merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di
bidang pertanahan. Untuk men-
capai tertib administrasi tersebut
setiap bidang tanah, dan satuan
rumah susun, termasuk peralihan,
pembebanan hapusnya hak atas
tanah wajib didaftar.

Sertifikat tanah memiliki nilai
praktis dan menguntungkan bagi
setiap pihak yang memiliki atau
menguasai sebidang tanah. Nilai
praktis tersebut adalah:

a. Dengan sertifikat tanah maka
dapat dibuktikan secara meyakin-
kan akan hak yang dimiliki atas
sebidang tanah.
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b. Sertifikat tanah sangat perlu
dalam pengajuan kredit bank,
sebab pihak bank berpendapat
bahwa sertifikat tanah adalah
jaminan yang aman.

c. Bagi ahli waris maka sertifikat
tanah yang diwariskan oleh
pewaris akan menjamin hak-hak
yang diperoleh ahli waris akan
tanah yang diwariskan tersebut.

d. Pada transaksi jual beli, pembeli
tanah akan membayar harga
tanah lebih tinggi apabila tanah
yang diperjualbelikan telah mem-
punyai sertifikat dibanding de-
ngan yang belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian di atas
penulis menyimpulkan bahwa di
samping sebagai tanda bukti hak
yang sah terhadap sebidang tanah,
sertifikat tanah juga mempunyai
banyak nilai praktis yang merupa-
kan suatu keuntungan bagi pe-
megang sertifikat.

HAK ATAS TANAH MENURUT
HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam tidak ada
diatur mengenai kepemilikan tanah
yang harus dibuktikan dengan ada-
nya sertifikat tanah. Tapi Islam
hanya mengatur tentang status
pemilikan tanah.

Penguasaan tanah dapat di-
lakukan melalui pemilikan, peman-
faatan, pemeliharaan, pengaturan
dan perlindungan hukum termasuk
didalamnya model dan cara penge-
lolaannya. Dalam sejarah kekuasaan
Islam, tanah yang telah berhasil
dikuasai akan terjadi proses pemilik-
an, pemanfaatan, pemeliharaan,

pengaturan dan perlindungan hu-
kum tersebut. (Iza Hanifuddin, 2012;
35)

Dalam kitab figh penge-
lompokkan status pemilikan atas
tanah dibagi dalam tiga bagian,
yaitu: (Iza Hanifuddin, 2012; 39)

Tanah  dengan  Status Milik
Khusus/Individu
Islam melindungi berbagai

bentuk pemilikan tanah yang ada
pada siapapun juga. Menurut Ziaul
Haque dalam buku Hukum Tanah
Islam oleh Iza Hanifuddin pemilik
tanah biasa disebut dengan istilah
sahib al-ard, rabb al-ard atau malik al-
ard. Persyaratan bagi pemilik indi-
vidu yaitu penggunaan hak milik
secara baik dengan mengutamakan
kemaslahatan individu dan umum.
Maksudnya, segala bentuk yang
menghalangi pemanfaatan yang
wajar dan faedah yang produktif
atas tanah untuk masyarakat pada
dasarnya juga telah melanggar hak
individu dan manusia lain yang
seharusnya secara bersama-sama
dapat menikmati anugerah Allah
melalui pemilikan dan penggunaan
yang sama.

Pemilikan  individu dalam
Islam ada dua, yaitu milik individu
orang tertentu dan milik individu
yang didalamnya terdapat hak
umum. Yang kedua ini menunjuk-
kan bahwa kemaslahatan bersama
pada dasarnya erat kaitannya de-
ngan kemaslahatan pribadi karena
kemaslahatan bersama merupakan
kumpulan dari kemaslahatan indi-
vidu.
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Tanah
Bersama

dengan  Status Milik

Tanah fay’ secara umum men-
jadi milik bersama dengan status
wakaf untuk kepentingan kaum
muslimin. Tanah fay” bersumber dari
tanah yang ditinggal lari oleh
pemiliknya akibat takut peperangan
dan tanah orang kafir yang mati
tanpa meninggalkan ahli waris.

Tanah milik bersama dalam figh
dibagi dalam beberapa bagian, yaitu
tanah bersama milik perusahaan,
tanah bersama milik komunitas,
tanah bersama milik kaum muslimin
dan tanah bersama milik seluruh
manusia. Tanah bersama milik per-
usahaan akan dimiliki secara ber-
sama di antara pihak-pihak yang
memberikan  penyertaan  usaha
dalam perusahaan tersebut menurut
kadar masing-masing. Tanah ber-
sama milik komunitas akan dimiliki
oleh komunitas tertentu.

Tanah dengan Status Milik Negara
(Tanah Sawafiyy)

Kategori tanah milik Negara
sebenarnya tidak dijelaskan oleh
syariah. Kategori ini muncul karena
Negara telah menetapkan pola per-
undangan dan pengaturan tanah
dengan adanya Undang-undang
administrasi ~ tanah.  (Ridzuang
Awang dalam Iza hanifuddin, 2012 ;
47). Umar ibn al-Khattab ialah orang
pertama dalam sejarah Islam yang
membuat sistim pemilikan tanah
oleh Negara dengan status wakaf,
yaitu pada tanah sawad,
Mesopotamia, Mesir dan Syria se-
masa penaklukan. Tanah dalam
kuasa Negara tersebut diatur pem-
beriannya kepada pemilik asal de-
ngan kewajiban membayar kharaj ke

atas tanah dan jizyah ke atas diri
mereka, dan tanah tersebut tidak
boleh dijual beli demi kemaslahatan
umum. (Ridzuang Awang dalam Iza
hanifuddin, 2012; 47).

Menurut Afzal Ur-Rahman,
dalil pemilikan tanah Negara biasa-
nya dirujuk dari Al-Qur’an surat al-
Anfal 8: 1 yang menegaskan bahwa
harta rampasan perang (al-anfal)
ialah milik Allah dan Rasulnya.
Mekanisme pelaksanaan ayat ini
dalam sejarah Islam ada pada
kekuasaan Negara atau pemerintah.
Dalam prakteknya, melalui kekuasa-
an Negara, tanah rampasan perang
ada yang dikembalikan kepada
pemilik asal, ada yang dijadikan
untuk kebajikan umum, ada yang
dijadikan tanah Negara dan petani
sebagai buruh yang diupah sehingga
semua hasil tanaman merupakan
milik Negara, ada yang diberikan
kepada orang-orang tertentu sebagai
hadiah, dan ada yang dibatasi pe-
milikannya jika didapati memba-
hayakan kepentingan umum. (Iza
Hanifuddin, 2012; 49)

SERTIFIKAT CACAT HUKUM

Pengertian Sertifikat Cacat Hukum

Sertifikat cacat hukum adalah
tanda bukti hak atas tanah (sertifikat
hak atas tanah) yang telah di-
terbitkan dan terdapat hal-hal yang
menyebabkan batalnya, karena da-
lam pengurusannya terdapat unsur-
unsur paksaan, kekeliruan, penipuan
dan lain-lain. Atau prosedur formil-
nya tidak sesuai atau dilanggar, serta
akibat hukumnya batal. (Rusmadi
Murad, 1991: 29). Yang dikategori-
kan sertifikat cacat hukum adalah:
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a. Sertifikat asli tapi palsu (aspal),
dapat terjadi apabila sertifikat
tanah tersebut diterbitkan secara
resmi oleh Kantor Badan Per-
tanahan setempat, serta secara
resmi merupakan turunan dari
buku tanah, dan struktur yang ad
di kantor badan pertanahan. Bukti
kepalsuan sertifikat tersebut baru
terungkap dalam hal terjadinya
sengketa dan dalam pembuktian
kebenarannya perlu diteliti per-
syaratan awal pengajuan permo-
honan. Hal ini biasa terjadi pada
sertifikat yang sebenarnya pada
saat pendaftaran dilakukan sudah
ditarik dari peredaran setelah
dibatalkan dan dinyatakan tidak
berlaku lagi setelah dibuktikan
pemalsuannya melalui keputusan
pengadilan yang telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap.

b. Sertifikat  palsu, = merupakan
sertifikat tanah yang cacat hukum
secara formal baik formal mau-
pun materilnya, data dipalsukan.
Buku sertifikat tanah dicetak dan
ditanda tangani sendiri dengan
meniru cara pengisian tanda
tangan dan stempel yang sah.
Sertifikat ini mudah diketahui
pada waktu akan dilaksanakan
perbuatan hukum seperti: jual
beli, hibah, tukar menukar yang
akan dituangkan dalam akte
PPAT dan diketahui pada saat
dilakukan pengecekan terhadap
data-data pada sertifikat tersebut
tidak tercantum dalam daftar
pada kantor badan pertanahan
setempat.

c. Sertifikat ganda/tumpang tindih.
Sertifikat yang menguraikan satu

bidang tanah yang sama, diterbit-
kan lebih dari satu sertifikat yang
letak tanahnya saling tumpang
tindih seluruh atau sebahagian-
nya. Terjadinya sertifikat ganda
karena tidak ditetapkan peta
pendaftaran.

Terjadinya Sertifikat Cacat Hukum

Pembuktian hak atas tanah be-
rupa sertifikat tanah, berlaku se-
bagai alat pembuktian, sebaliknya
data fisik dan data yuridis yang
tercantum dalam sertifikat haruslah
merupakan data yang benar, karena
sangat penting dalam melakukan
perbuatan hukum sehari-hari mau-
pun dalam berperkara di pengadil-
an.

Namun demikian, pada saat ini
banyak sekali kita melihat dan
mendengar sertifikat yang dimiliki
seseorang itu tidak bisa digunakan
sebagai alat bukti apabila terjadinya
sengketa tanah di Pengadilan. Se-
hingga seringkali sertifikat yang
dimiliki tidak lagi dapat memper-
tahankan hak seseorang terhadap
sebidang tanah. Adapun penyebab
semua itu dapat dikarenakan ser-
tipikat yang mereka miliki itu cacat
hukum.

Cacat hukum terhadap keberadaan
sertifikat tanah, terjadi akibat:

1. Cacat administrasi, meliputi ke-
salahan prosedur, kesalahan sub-
jek hak dan perhitungan luas, hal
ini terjadi pada waktu si pemohon
ingin mengajukan  penerbitan
sertifikat ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Sesuai dengan
prosedurnya dalam hal ini si
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pemohon terlebih dahulu harus

melengkapi surat-surat yang di-

perlukan, antara lain:

a. Surat keterangan kepala desa
bahwa sipemohon mempunyai
sebidang tanah yang belum ter-
daftar (hak milik yang dikuasai
selama ini serta lokasi dengan
batas-batasnya)

b. Tanah tidak dalam keadaan
sengketa, tidak digadaikan dan
tidak dalam sitaan.

c. Surat-surat yang harus ditanda
tangani oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atau yang ber-
hak. Seperti pihak-pihak yang
tanahnya berbatasan langsung
dengan tanah yang akan di-
sertifikatkan baik sebelah utara,
barat, selatan maupun timur.
Dan tanda tangan oleh Ketua
RT/RW, dan Kepala Desa.

. Surat pengantar yang berisikan
dan menerangkan bahwa tanah
tersebut benar-benar kepunya-
an mereka

Berdasarkan surat keterangan
bukti-bukti tersebut terdapat ke-
mungkinan kesalahan dalam pe-
netapan luas tanah ataupun letak
tanah. Ini disebabkan karena
pihak pemerintahan desa tidak
mengecek ke lapangan, hanya ber-
dasarkan keterangan dari pemo-
hon saja. Dan selanjutnya surat
keterangan tersebut dibuat peng-
antarnya untuk pengurusan pe-
nerbitan sertifikat ke tingkat
kecamatan, dan pihak kecamatan
akan pula membuat surat peng-
antar ke kantor Badan Pertanahan
Nasional. Berdasarkan surat-surat
tersebut maka BPN dapat mem-
proses penerbitan sertifikat pe-
mohon dan saat sertifikat telah

diterbitkan diketahui bahwa ser-
tipikat pemohon dan saat serti-
pikat telah diterbitkan diketahui
bahwa sertifikat tersebut telah
menyalahi prosedur administrasi.
Untuk menyelesaikan masalah ini
biasanya BPN akan melakukan
pengecekan ulang melalui pene-
litian dan dan melakukan pen-
cegahan mutasi atau pemindah-
tanganan.

2. Sertifikat cacat hukum karena
putusan pengadilan

Sertifikat cacat hukum karena
putusan pengadilan diakibatkan da-
lam permohonan penerbitan serti-
pikat tersebut terdapat unsur-unsur
penipuan, paksaan dan pemalsuan
yang menyebabkan sertifikat ter-
sebut harus dibatalkan.

Penipuan yang dimaksud ada-
lah penipuan terhadap data-data,
orang yang tidak berhak menjadi
berhak. Paksaan dengan jalan me-
maksa untuk memberikan keterang-
an-keterangan demi memperkuat ke-
pemilikan tanah tersebut, padahal
sebenarnya dia tidak berhak atas
tanah tersebut. Pemalsuan terjadi
apabila surat-surat yang diperlukan
tidak bisa diperoleh dengan baik,
maka dipalsukan identitas melalui
Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Misalnya kalau di Sumatera Barat
pada tanah pusaka kaum dimana
dalam pemecahan sertifikat induk
membutuhkan tanda tangan Mamak
Kepala Waris, sedang dia sudah me-
ninggal dunia. Maka untuk men-
dapatkan persetujuannya si pemo-
hon menghidupkan identitas Mamak
Kepala Waris dengan jalan orang
lain yang dibayar untuk itu.

Setelah diketahui oleh ahli
waris lainnya yang juga berhak,



Khairina, Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia 35

maka mereka akan mengajukan ke-
beratan melalui pengadilan untuk
diproses dan diputuskan secara
hukum, kemudian setelah dieksekusi
oleh pengadilan maka berkas-berkas
tersebut dikirim ke BPN sebagai
instansi yang berwenang dalam hal
penerbitan dan pembatalan serti-
fikat. Jadi sebelumnya ada keputus-
an pengadilan yang menyatakan
sertifikat tersebut cacat hukum.

Cara Penyelesaian Sertifikat Cacat
Hukum

Penyelesaian atau pemecahan
masalah yang terjadi akibat adanya
sertifikat cacat hukum, biasanya
ditempuh melalui dua cara:

a. Penyelesaian secara  admi-
nistrasi oleh BPN

1. Pengaduan atau keberatan oleh
masyarakat
Penyelesaian  administrasi  ini
ditempuh oleh BPN diawali
dengan adanya pengaduan/ke-
beratan dari masyarakat yaitu
orang atau badan hukum yang
berisi kebenaran dan tuntutan
terhadap suatu keputusan Tata
Usaha Negara di bidang per-
tanahan yang telah ditetapkan
oleh Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan BPN, yang mana ke-
putusan tersebut dirasa merugi-
kan hak-hak mereka atas suatu
bidang tanah tertentu.

Dengan adanya pengaduan
tersebut, mereka ingin mendapat
penyelesaian secara administrasi
dengan apa yang disebut koreksi
serta merta dari pejabat yang ber-
wenang untuk itu. Adapun kewe-
nangan untuk melakukan koreksi

tersebut berada di tangan Kepala
Badan  Pertanahan  Nasional
setempat.

. Penelitian dan Pengumpulan Data

Setelah menerima  berkas
pengaduan dari masyarakat, pe-
jabat yang berwenang menye-
lesaikan masalah ini, akan
mengadakan penelitian terhadap
berkas yang diadukan tersebut.
Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan sementara apakah
pengaduan tersebut dapat dipro-
ses lebih lanjut atau tidak.

Apabila data yang disam-
paikan secara langsung pada BPN
masih kurang lengkap atau
kurang jelas, maka BPN akan
meminta penjelasan dan keleng-
kapan data beserta saran kepada
Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi dan Kepala kjantor
Pertanahan Kabupaten/Kota se-
tempat dimana letak tanah yang
disengketakan.

Selanjutnya setelah lengkap
semua data yang diperlukan,
kemudian diadakan pengkajian
kembali terhadap masalah yang
diajukan tersebut yang meliputi
segi prosedur, kewenangan dan
penerapan hukumnya. (Ahmad
Chozah, 2003: 30)

. Pencegahan mutasi (penetapan

status quo)

Agar kepentingan orang atau
badan hukum yang berhak atas
tanah yang disengketakan ter-
sebut mendapat perlindungan
hukum, maka apabila dipandang
perlu setelah Kepala Kantor
Pertanahan tersebut mengadakan
penelitian dan apabila dari ke-
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yakinannya memang harus di
status-quokan, dapat dilakukan
pemblokiran atas tanah sengketa
(Surat Edaran Kepala BPN tahun
1992).

Dalam hal melakukan tindak-
an status-quo, Kepala BPN harus-
lah bertindak secara hati-hati dan
memperhatikan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, antara
lain asas kecermatan dan keteliti-
an, asas keterbukaan, asas persa-
maan dalam melayani kepenting-
an masyarakat dan memperhati-
kan pihak-pihak yang ber-
sengketa. (SF.Marbun, 2001: 214)

. Penyelesaian dengan jalan

musyawarah

Terhadap sengketa hak atas
tanah yang disampaikan ke BPN
untuk diminta penyelesaiannya,
apabila bisa dipertemukan pihak-
pihak yang bersengketa, maka
sangat baik jika diselesaikan me-
lalui musyawarah. Penyelesaian
melalui musyawarah ini biasanya
pihak BPN diminta sebagai me-
diatornya, agar bisa diselesaikan
dengan jalan damai serta adanya
saling menghormati antara pihak
yang bersengketa.

Apabila tercapai penyelesaian
secara musyawarah, harus pula
disertai dengan bukti yang tertulis
seperti: Surat Pemberitahuan (SP)
untuk para pihak, Berita Acara
Rapat (BAR) dan terakhir sebagai
bukti adanya perdamaian di-
tuangkan dalam Akta Perdamaian
yang bila perlu dibuat dihadapan
notaries sehingga mempunyai
kekuatan bukti yang sempurna.

Konsekwensi dari penyelesai-
an secara administrasi yang betul-
betul telah ditemukan adanya

cacat administrasi dalam penerbit-

an sertifikat yang diajukan ke-

beratannya oleh orang/badan
hukum adalah pencabutan atau
pembatalan Surat Keputusan Tata

Usaha Negara di bidang per-

tanahan (sertifikat tanah) oleh

kepala BPN. Yang menjadi dasar
kewenangan tersebut adalah:

- UU Nomor 5 Tahun 1960
tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agraria

- Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 tentang Pen-
daftaran Tanah

- Keppres Nomor 26 tahun 1988
tentang Pembentukan Badan
Pertanahan Nasional (Pasal 16
Sub ¢)

- Peraturan Menteri Negara
Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun
1999

Prosedur pembatalan hak atas tanah

karena adanya cacat administrasi
adalah:

1. Permohonan pembatalan hak atas
tanah diajukan secara tertulis
yang memuat:

a. Keterangan mengenai pemo-
hon yang meliputi nama, umur,
kewarganegaraan, tempat ting-
gal dan pekerjaan

b. Keterangan mengenai tanah
yang meliputi data yuridis
yaitu keterangan mengenai
status hukum bidang tanah,
pemegang haknya dan beban-
beban lain yang berada di
atasnya. Dan data fisik yaitu
keterangan mengenai letak,
batas dan luas bidang tanah
termasuk ~ gambar  situasi,
tanggal dan nomor sertifikat.

c. Alasan permohonan pembatal-
an
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d. Foto copy surat keputusan atau
sertifikat.

. Permohonan pembatalan di aju-
kan kepada Menteri melalui
Kepala Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi wilayah
letak tanah yang bersangkutan.

. Setelah berkas permohonan di-
terima, Kepala Kantor Badan
Pertanahan akan:

a. Memeriksa dan meneliti ke-
lengkapan data yuridis dan
data fisik

b. Mencatat dalam formulir isian

c. Memberikan tanda terima ber-
kas permohonan.

. Jika keputusan pembatalan hak
dilimpahkan kepada kepala kan-
tor wilayah, maka kepala kantor
pertanahan menyampaikan ber-
kas permohonan tersebut kepada
kantor wilayah disertai pendapat
dan pertimbangannya, kemudian
kantor badan pertanahan propinsi
(wilayah) memerintahkan kepada
kepala bidang hak atas tanah
(HAT) wuntuk mencatat dalam
formulir isian.

. Kepala kantor badan pertanahan
wilayah dan kepala kantor badan
pertanahan daerah memeriksa ke-
layakan permohonan pembatalan
dapat atau tidak dikabulkannya
sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

. Kepala kantor badan pertanahan
propinsi menerbitkan keputusan
pembatalan hak atas tanah yang
dimohonkan jika diterima, atau
jika ditolak harus disertai dengan
alasan penolakannya.

7. Keputusan pembatalan hak atau
keputusan penolakan pembatalan
hak disampaikan kepada pemo-
hon melalui surat tercatat atau
cara lain yang menjamin sampai-
nya keputusan tersebut kepada
para pihak.

b. Penyelesaian melalui penga-
dilan

Apabila penyelesaian melalui
musyawarah di antara pihak yang
bersengketa tidak tercapai, demikian
juga dengan penyelesaian secara
administrasi oleh BPN secara se-
pihak tidak dapat diterima oleh para
pihak yang bersengketa, maka pe-
nyelesaian terakhir yang ditempuh
adalah harus melalui pengadilan.

Setelah melalui persidangan
terdapat kemungkinan, apakah gu-
gatan dari pihak penggugat diterima
atau ditolak. Apabila gugatan
ditolak berarti sertifikat yang sudah
diterbitkan itu benar menurut
hukum dan sesuai dengan prosedur
yang berlaku. Maka Kepala BPN
dapat juga mengeluarkan suatu
keputusan yang berisi penolakan
terhadap tuntutan pihak ketiga yang
berkeberatan atas sertifikat tersebut.
Sebagai konsekwensi dari penolak-
an, berarti keputusan terhadap
sertifikat yang sudah diterbitkan
tetap benar dan sah.

Sementara menunggu keputus-
an pengadilan, sampai adanya put-
usan yang berkekuatan hukum
tetap, dilarang bagi pejabat BPN
untuk mengadakan mutasi atas
tanah yang bersangkutan. Hak ini
dimaksudkan untuk menghindari
timbulnya kerugian bagi pihak-
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pihak yang berperkara maupun
pihak ketiga.

Apabila gugatan penggugat
diterima berarti akan terjadi pem-
batalan atau pencabutan terhadap
suatu surat keputusan yang telah
diterbitkan oleh pejabat tata usaha
Negara dibidang pertanahan yang
berupa sertifikat. Setelah adanya
putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum vyang tetap (in
kracht wvan gewijcde), maka kepala
kantor pertanahan Kab./Kota se-
tempat melalui Kakanwil BPN
Propinsi yang bersangkutan meng-
usulkan  permohonan  pembatal-
an/pencabutan suatu Keputusan
Tata Usaha Negara di bidang per-
tanahan sesuai dengan putusan di
atas.

Menurut Ali Achmad
Chomzah, kewenangan administrasi
untuk mencabut dan membatalkan
suatu surat keputusan pemberian
hak atas tanah adalah menjadi
kewenangan kepala BPN termasuk
langkah-langkah kebijakan yang
akan diambil berkenaan dengan ada-
nya suatu putusan hakim yang tidak
dapat dilaksanakan (non eksekutable).
Semua ini agar diserahkan kepada
Kepala BPN untuk menilainya dan
mengambil langkah lebih lanjut.
(Achmad Chomzah, 2003: 34)

Pembatalan hak atas tanah me-
liputi pembatalan keputusan pem-
berian hak, sertifikat hak atas tanah
dan keputusan pemberian hak da-
lam rangka pengaturan penguasaan
tanah. Pembatalan dilakukan dengan
Keputusan Menteri Agraria dan
menteri dapat melimpahkannya ke-
pada Kepala Kantor Badan Per-
tanahan Propinsi atau pejabat yang
ditunjuk.

Dari uraian di atas dapat kita
simpulkan bahwa keputusan hakim
dalam hal ini hanya putusan yang
menyatakan bahwa memang telah
terdapat cacat hukum dalam pe-
nerbitan suatu sertifikat. Sedangkan
dalam hal pembatalan/pencabutan
suatu sertifikat yang dinyatakan
cacat hukum itu adalah merupakan
kewenangan dari Menteri Agraria
beserta jajarannya baik ditingkat
Propinsi (wilayah) maupun
Kabupaten/Kota (daerah)

PENUTUP

Sertifikat cacat hukum adalah
sertifikat hak atas tanah yang telah
diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara di bidang Pertanahan (BPN),
namun dalam sertifikat tersebut
terdapat hal-hal yang menyebabkan
batal sertifikat itu. Karena dalam
pengurusannya terdapat unsur-
unsur paksaan, kekeliruan, penipuan
dan lain-lain. Atau bisa disebabkan
karena prosedur formilnya tidak
sesuai atau dilanggar yang akibat
hukumnya batal.

Terjadinya sertifikat cacat hu-
kum disebabkan oleh cacat hukum
karena kesalahan administrasi oleh
Badan Pertanahan Nasional yang
meliputi salah prosedur, kesalahan
subjek hak dan kesalahan luas tanah
yang sebelumnya tidak diketahui
sampai keluarnya sertifikat. Cacat
hukum dari sertifikat yang sudah
diterbitkan adalah apabila dikemu-
dian hari terdapat bantahan dari
pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Di samping itu juga dikenal serti-
pikat cacat hukum karena putusan
pengadilan. Hal ini disebabkan
karena dalam penerbitan sertifikat
terdapat unsur-unsur penipuan,
pemalsuan dan pemaksaan.
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